
NOMOR 7 TAHUN 2OO3

rAlUN 
'OO4 

TENTNG RETRLBUS

-, ^" h;Ei ELdbB' oeEman o
dm;murusn ffi, ahan Fns d
hb;dm &EE. m,b dEnd o padu msnjau kmbr
PemiuEi Da;6h ubuparei JeaE N

P re6aE@ . mtukd.d'bi Fnv6Ehni

D*6iimEh'MbuEb. Ddam Lh

Pdm;rLdMian N4aG R€p!6 I
Ndmndd remb,han Lamb'Ei N3q

Dii R;Ldbc' D;Eh ilembBi Ns

DE€h dan Rd,bus DaeEh (LembaEi Naqac rcpuorK

Nssa6 Rspubrrk ndonet a Nomor 4Ma)i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TANUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAUPATEN JEPARA NOMORR 
TAHUN 204 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN 

PENYEBERANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

Menirnbang 

Mengingat 

1. bahwa dengan adanya perubahan beberapa jenis obyek 
maupun besaran retribusi periinan perubungain laut $0$0/al 
dengan urusan pemerintahan yang dimiki oleh emerintah 
kabupaten Jepara, maka dipandang pertu meninjau kembali 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Retribusi Perizinan Pertubungan Laut dar 
Penyeber.an9an, untuk diadak.an pen1yesuaan 

2 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
huruf a, perlu membentuk Peraturn Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Normor 
1 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhutungan Laut 
Dan Penyeberangan 

1. Undang--Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah, 

2. Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukumn Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881 
Noroe76_ "ambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3209) 

3. Unang--Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Noor 3885) bagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200O tentang Perubaha0 
Atas Undang-Undang Nomr 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RRepublk 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nor0r 4048) 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Noor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norr 4286) 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom6r 4355), 

6. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuan 
Peraturan Perundang--undangan (Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nmor 4389) 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Of 
"ambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400) 

8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomar 4437) sebagairmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 
tentang Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nome 4844), 

9. Undang-Undang Nomgr 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0or4848 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kita Undang-undang Hukum Acars idata 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nm0r36 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor0r3258) 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Ang#utan 
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomoy 187, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3907) 

12.Peraturn emerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 
Nmor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom6r 4139) 
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13. Peraturan Pererintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4145) 

4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norr 4578) 

15.Peraturan Presiden Nomgr 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan, 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urugan Pemerintahan antara Pemerintah, 
emerintahan Daerah provinsl &an Pererintahan Daerah 
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 
2007 Nomor 82); 

17Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IM Jepara Nomor 
6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawal Negeni Sipit di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat fl Jepara Taun 
1990 Nomor 7), 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 20O4 
tentang Retribusi Perinan Pertubungan Laut an 
Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahu 
2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 1) 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomar 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tatun 200 Nomor 1, 
Tambahan lembran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), 

Dengan Persetujuan Bersara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 
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ME MUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 
PERHUBUNGAN LAUT DAN PENYEBERANGAN 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daersh Kabupaten Jepara Noma; f Tahun 
2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 1), diubah sebagai berikut 

1 Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (ima) angka baru yaitu angka 19, anga 2 
angka 21, angka 22, dan angka 23 yang berbunyi 
19.Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutrya disingkat DLKr 

pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang 
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan 

20.Daerah Ling#ungan Kepentingan Pelabuhan yang selaniutnya disingkat DLKp 
pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja 
perairan pelabuhan yang dipergunak.an untuk menjamin keselamatan 
pelayara 

21.Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang RRetribusi adalah serangkaian tindak.an 
yang diakukan oleh Penyidik Pegawai Negeni Sip/l yang selanjutnya disebut 
Pemyidik, untuk mencati serta mengurnpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dl bidang retribusi yang terjadi serta 
menemu.kan tersangk.any.a 

22.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau ejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang­ 
Undang untuk melakukan eryidikan 

23.Penyidik Pegawai Negeni Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyisikan terhadap pelanggaran peraturan daerah 

2 Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasai 2 berbunyi seba9al 
berikut 

Pasal 2 

Perinan perhubungan laut dan penyeberangan meliputi 

a. Bidang erhubungan Laut 
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3 Kebiuan Pa3ar ro ayat (3) drhap$.

1, lzin pengerukan di willayah pantai pelabuhan khusus lokal 
2. lzin reklamasi di wilayah pantai pelabuhan khusus lokal, 
3. Penetapan DuKS di pelabuhan lokal, 
4. Kegiatan pengerukan di dalam DLK+/DLKp pelabuhan laut loal 
5. Kegiatan reklamasi di dalan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, 
6. [in pembangunan pelabuhan khusus lokal 
7 lzin operasi pelabuhan khusus lokal 
8. Penetapan DLKI/DLKp pelabuhan laut lokal 
g lzin usaha perusahaan tally di pelabuhan 
10.4zin ugaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisill 

dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah; 
11. lzin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berloris.lli dan 

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah 
12/in usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal 
13./zin usaha ekspedis/forwarder 
14.Penerbitan surat ukur kapal, 
15. Penerbitan pas Kecil kapal, 
16. Rekomendasi 

a) Penerbitan izin ugaha dan kegiatan salvage dan persetupuan 
Pekerjaan Bawah Air (PBA) 

b) Penetapan rencana induk pelabuhan taut Internasipnal perhubungan 
an naion8l 

c) enetapan lokasi pelabuhan umum 
d) Penetapan lokasi pelabuhan khu$us 
e) Penetapan DLKrDDLKp pelabuhan laut internasional 
) Penetapan DL.Kr/DLKp pelabuhan laut nasional 
g) Penetapan DLKrDLKp pelabuhan laut regional 
h) Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negerd 

b. Bidang Penyeberangan 
t. Lin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan 

keramba di sungai dan danau 
2 tin operasi kapal untuk lintas penyeberangan dalarn daerah 

Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 
4. Rekomendasi rencana induke DLK / DLKp pelabuhan penyeberangan yang 

teletak pada jaringan jalan propinsi, nasignal dan antar negafa 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus 

4. Ketentuan Pasal 13 ayat () diubah, dan ayat (2) dihapus, sehing9a 
keseluruhan Pass 13 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 13 

(1) Stuktur besarnya tarif retribusi daerah sebagairmana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini 

(2) Dihapus 

5 
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5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga 
eseluruhan Pa8al 15 be/bunyi sebagai berikut 

Pasa 15 

(1) Mesa retribusi daerah adalah masa berlakunya izin 
(2) Dihapus 

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi 

Pasal 21 

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimnaksud dalamn Pa&al 20 ayat (1) dittapkan oleh 
Bupati 

Pasal Il 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal i okelb 2ea 

HE NDRO MAR TOJO 

Diundangkan di Jepara 
'pada tanggai t okfer a0 

PI SEKRETARRIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BASIRUN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR .7 
6 
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NoMOR I 7 ra4r i.o8
TANGGAT : B &+.ta- rn€

b) 50 000 m3 rd 100.000 m3

c) Lebih darl 3 ha d 4 ha

5Xeglal,n€klam*idid.lamDLKrDLxp
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LAMP IRAN pERATURAN 
JEPARA 
NOMORR 
TANGGAL 

DAERAH KABUPATE 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN 
PERHUJBUNGAN LAUT DAN PENYEBERANGAN 

NO JENIS PERIZINAN 
BESARNYA KET TAFIF 

L Bidang Perhubungan Laut 
1 lzin pengerukan di wilayah pantat 

pelabuhan khusus lokal 
a) Kurang dani 50.000 m3 Rp. 2.000.000,­ 
b) 50.000 m3 s/4 100.000 m3 RB. 4.000.000,­ 
c) Lebih dai 100.000 m3 sld 200.000 m3 Ro. 8.000 000 - 

2 lzin ream.asi di wila yah pantail 
pelabuhan khusus lokal 
a) Kurang dani 2 ha Rp. 2.000 000.­ 
b) 2has/d 3ha Rp. 4.,000.000,­ 
) Lebih dani 3ha s/1 4ha Rp 7 000.000.­ 

3 Penetapan DUKS di pelabuhan lokal, Rp 2 000.000 • 
4 Kegiatan pengerukan di dalam DLKI 

DLKp pelabuhan laut lokal, Rp 2 000.000, 
5 Kegiatan reklamasi di dala DLK/DLKp 

pelabuhan laut lokal RD. 2.000.000,­ 
6 lzin pembangunan pelabuhan khusus 

okal, Ro. 5.000.000,­ 
7 lzin operasi pelabuhan khusus lokal Rp. 2.300.000,­ 
8 lzin usaha perusahaan tally di pelabuhan, Rp 1 000.000,­ 
9 in perusahaan angkutan laut bagl 

perusahaan yang berdonisil dan 
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam 
daerah Rp. 500.000,­ 

10./zin pelayaran rakyat bag/ perusahaan 
yang berdorisili dan beroperas/ pada 
lintas pelabuhan dalarn daerah; Rp 250.000,­ 

ff.tin usaha bongkar muat barang dani dan 
kekapal Rp. 2.000.000,­ 

12tin usaha ekspedisi / forwarder; Rp. 2.000.000,­ 
13.Penerbitan surat ukur kapal, Ro 25.000,­ Di bawah 7GT 
14.Penerbitan pas Kecil kapal Rp 25.000,­ Di bawah 7 GT 
15.Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut 

lokal Rp. 1,000.000,­ 

7 
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16 fekorendasi 
a Penerbitan izin usaha dan kegiatan 

salvage dan persetujun Pekerjaan 
Bawah Air (PBA) Rp. 2.000.000,­ 

b Penetapan encana induk 
pelabuhan laut Internasion1al 
perhubungan dan nasion.al RD. 6.000.000,­ 

c enetapan lokasi pelabuhan umum Rp. 5.000.000,­ 
d enetapan lokasi pelabuhan 

khusus RD. 5.000.000,­ 
• Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan 

laut internaslon.al Ro. 5.000.000,­ 
f Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan 

lat naion@ Ro. 5.000.000,­ 

' Penetapan DLKr I DLKp pelabuhan 
taut regional Rp. 5.000.000.­ 

h Penetapan pelabuhan yang terbuka 
bagi perdagangan luar negeri Rp. 5.000.000,­ 

" Bidang Penyeberangan 

• lzin pembuatan tempat penimbunan kayu 
(logpond), jaring terapung dan keramba 
di sungal dan danau Rp. 500.000,­ 

2 in 0peas kapal untuk lint.as 
penyeberangan dalam daerah Rp. 500.000,­ 

3. Rekorendasi oas pelabuhan 
peryeberangan Rp 500 000,- 

4 Rekomendasi renoana induk DLK! DLKp 
pelabuhan peryeberangan yang terletal 
pada jaringan jalan propinsi, nasion.al dan 
antar negara. Ro. 500.000, 

HENDRO MARTOJO 

8 
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BLPAEN JEPARA NOMOR .'

PENJELASAN 

A7AS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NMOR TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN 

ENYEBERANGAN 

UMUM 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
urusan Pererintahan antara Perrerintgah, Pererintaha Daerah ovinsl dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan yang luas 
bagi Pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya 
sesuai dengan potensi Daerah, termasuk didalamnya adalah urusan dan 
kewenangan dibidang Pertubungan laut dan penyeberangan 

Dengan bertambahnya kewenangan tersebut, mnaka dlpandang perlu 
meninjau kembali Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nome T@tun 2004 
tentang RRetribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan, untuk 
iadak.an peyesuaian 

IL. PASAL DEMI PASAL 

Pasal f 
Cu#up jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMORE 
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